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BUPATI  HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 100.3.3.2/197/KUM/2026 
TENTANG 

PEMBENTUKAN MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN 
SEKRETARIAT MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN 2026 

 

BUPATI  HULU SUNGAI  SELATAN, 
 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan 

Pasal 12 Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 69 
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian 
Tuntunan Ganti Kerugian Daerah   Terhadap  Pegawai Negeri  

Bukan   Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan 
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Penyelesaian 

Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Penyelesaian 
Kerugian Daerah Tahun 2026; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756); 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6409); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor  38  Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah 

Terhadap Pegawai   Negeri   Bukan      Bendahara atau 
Pejabat Lain (Lembaran    Negara     Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 196,   Tambahan Lembaran   Negara 

Republik  Indonesia  Nomor 5934); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. P Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang  Milik  Negara/Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,  
Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia  Nomor  

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Pemerintah  Nomor  28  Tahun   2020 tentang   Perubahan  

Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014   
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6523); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

11. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun    

2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Peraturan   
Menteri  Dalam   Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 

tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat 

Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019  
Nomor 161); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
14. Peraturan    Daerah    Kabupaten   Hulu   Sungai    Selatan 

Nomor 11 Tahun  2017 tentang Pengelolaan Barang  Milik 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Daerah  Kabupaten Hulu  Sungai  Selatan  Nomor 11); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); 

16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 69 Tahun 

2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian 
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri 

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah    
Kabupaten   Hulu   Sungai    Selatan Nomor 70 Tahun  

2019); 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : 

KESATU : Membentuk Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah dan 
Sekretariat Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah dengan 

susunan  keanggotaan  sebagaimana  tercantum  dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 
KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas 

memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat 
Penyelesaian Kerugian Daerah yang dilaksanakan melalui 

sidang atas: 
a. penyelesaian  atas   kekurangan   uang,   surat    berharga, 

dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar 

hukum   atau  lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara  atau 
pejabat  lain; 

b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak yang 
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris 

dinyatakan wanprestasi; dan 

c. penyelesaian  Kerugian  Daerah    yang   telah   diterbitkan 
Surat Keputusan Pembebanan   Penggantian   Kerugian 

Sementara. 
KETIGA : Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud diktum KESATU 

mempunyai tugas dan wewenang: 
a. membantu Majelis Pertimbangan menyiapkan data yang 

diperlukan dalam proses penyelesaian tuntutan 
perbendaharaan dan tuntunan ganti Kerugian Daerah; 

b. membantu Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan 

sidang; 
c. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis 

Pertimbangan; 
d. menyiapkan konsep dan/atau Keputusan Sidang Majelis 

Pertimbangan serta keperluan lain bagi Majelis 
Pertimbangan; dan 

e. melaksanakan  tugas-tugas  yang  ditentukan  oleh Majelis 

Pertimbangan. 
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis dan Sekretariat  

Majelis sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung  
jawab  kepada  Bupati. 

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
KEENAM : Keputusan Bupati  ini mulai  berlaku  pada  tanggal  ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 2 Juni 2026 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 

            ttd. 
 

SYAFRUDIN NOOR 

 



LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 100.3.3.2/197/KUM/2026 

TENTANG 
PEMBENTUKAN MAJELIS PENYELESAIAN 
KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT 

MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH 
TAHUN 2026 

 
I. SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH 

 

NO JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

1 2 3 

1 
Sekretaris Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai 

Selatan 
Ketua 

2 
Inspektur  Daerah  Kabupaten Hulu  Sungai 

Selatan 
Sekretaris 

3 

Kepala  Badan  Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu  Sungai 
Selatan 

Anggota 

4 
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu  Sungai 
Selatan 

Anggota 

5 
Kepala Bagian  Hukum  Sekretariat Daerah 

Kabupaten Hulu  Sungai  Selatan 
Anggota 

 

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT MAJELIS PENYELESAIAN 
KERUGIAN DAERAH 
 

NO JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

1 2 3 

1 
Sekretaris  lnspektorat  Daerah   Kabupaten  Hulu 

Sungai Selatan 
Ketua 

2 
Sekretaris Badan  Pengelolaan Keuangan dan 
Pendapatan   Daerah    Kabupaten    Hulu    Sungai 

Selatan 

Sekretaris 

3 
Sekretaris  Badan Kepegawaian  dan 
Pengembangan Sumber      Daya  Manusia 

Kabupaten Hulu  Sungai  Selatan 

Anggota 

4 

Kepala Subbagian  Administrasi Umum dan 

Keuangan Inspektorat Daerah  Kabupaten Hulu  
Sungai  Selatan 

Anggota 
 

5 
Kepala  Subbagian  Perencanaan Inspektorat 

Daerah  Kabupaten Hulu  Sungai  Selatan 
Anggota 
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NO JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

6 

Kepala  Subbagian  Analisis dan Evaluasi 

Inspektorat Daerah  Kabupaten Hulu  Sungai  
Selatan 

Anggota 

 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

   ttd.  
 

SYAFRUDIN NOOR 

         


